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Tesisini membahas status tanah dikelurahan Baluwarti (kawasan kraton kasunanan Surakarta Hadiningrat
pada saat sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 serta membahas taraf sinkronisasi antara perundangan tersebut
terhadap status tanah dikelurahan Baluwarti.

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dengan tipe
eksplanatoris yang menggunakan teknik penelitia berupa Content analysis atau analisisis.

Hasil penelitian diperoleh temuan bahwa sinkronisasi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997 belum
mencapai optimal sehingga dalam rangka menyelenggarakan prinsip penghormatan dan perlindungan
terhadap hak-hak adat sebagai leluhur bangsa perlu adanya penyempurnaan sinkronisasi perundangan serta
kelengkapan pengaturan mengenai tanah swapraja/bekas tanah swapragja yang terklasifikasi dengan benar/
tidak tercampur aduk dengan bidang lain sehingga tidak menyebabkan tafsir yang ambigu yang berpotensi
konflik pada situasi pertanahan nasional.

<hr>

Land Status in Baluwarti Villages in Kasunanan Surakarta Kingdom area was reviewed and discussed in this
thesis. The discussion centralized in time before and after the application of some act and decrees namely :
Act No.5 1960 about Basic of Land Regulation, Government Regulation No 24 1997, And Presidential
Decree No 23 1988.

Thisthesis also discussed the synchronization level between these actsto the land status in Baluwarti
Village. This Project is a normative research in which content analysis method is applied to test and
explained the vertical synchronization level.

Research results showed that the synchronization between Act No.5 1960, Government Regulation No. 24
1997, And Presidential Decree No 23 1988 have not reach an optimum level. In Order to applied honor and
protection to the rights of tradition principles thereis a need for synchronization and completion of acts
regarding kingdom?s land or former kingdom?s land that is rightly clarified. Because by doing so, potential
conflict rooted from the national land right situation can be avoided.
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